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KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar
dengan Keputusan Kepala Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Mengingat : 1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
Cuti Bersyarat;
Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 201 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS
II JAMBI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
JAMBI.

Pertama : Standar Operasional Prosedur pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II
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Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Kantor Balai

Pemasyarakatan Kelas II Jambi meliputi ruang lingkup:
1. SOP Penerimaan Surat Permintaan Litmas
2. SOP Penunjukan PK
3. SOP Pembuatan Surat Tugas
4. SOP Pengajuan Biaya Perjalanan Pembuatan Litmas
5. SOP Kunjungan Ke Lapas/Rutan
6. SOP Kunjungan Ke Rumah Penjamin
7. SOP Kunjungan Ke Lingkungan Sosial
8. SOP Kunjungan Ke Aparat Setempat
9. SOP Kunjungan Ke Korban
10. SOP Kunjungan Ke Imigrasi Bagi KlienWNA
11. SOP Kunjungan Ke Kedutaan Bagi KlienWNA
12. SOP Pembuatan Laporan Litmas
13. SOP Pelaksanaan Sidang TPP Bapas
14. SOP Penerimaan Klien dari Lapas/Rutan
15. SOP Pembuatan Laporan Penerimaan Klien
16. SOP Pelaksanaan Diversi
17. SOP Pelaksanaan Bimbingan Klien Diversi
18. SOP Pendampingan di Kejaksaan
19. SOP Pendampingan di Kepolisian
20. SOP Pendampingan di Pengadilan
21. SOP Pembuatan Laporan Pelaksanaan Diversi
22. SOP Pendampingan Anak pada Sidang Pengadilan Anak

Ketiga : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Gambaran Umum, Komponen Standar Operasional Prosedur dan Berita Acara
Penetapan Standar Operasional Prosedur dan Berita Acara Penetapan Standar
Operasional Prosedur sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Jambi
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA

ZULHENDRI
NIP 197402151998031001

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.



Lampiran 1 : Penetapan Standar Operasional Prosedur
Nomor : W5.PAS.PAS.8-06 OT.02.02- Tahun 2023
Tanggal : 17 Maret 2023

GAMBARAN UMUM

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah suatu Balai Pemasyarakatan yang berada di
naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi dibentuk pada tahun
1988. Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan luar lembaga
yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang
klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban
permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di Luar Lapas ataupun Rutan.

Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai :
1. Melaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
4. Mengikuti sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien
pemasyarakatan yang memerlukan

6. Melakukan urusan tata usaha Bapas

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi memiliki cakupan wilayah kerja terdiri dari Kota Jambi,
Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat
Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi. Jumlah SDM yang ada di Kantor Balai
Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah 62 pegawai.

Sarana, Prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi meliputi
lahan parkir, musholla, toilet, kantin, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, ruang
Sistem Database Pemasyarakatan, ruang tunggu media hiburan berupa televisi, media informasi
berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, wordpress, email, facebook, instagram, ruang
kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Kompetensi Pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai
dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana
berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang
telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Balai Pemasyarakatan dan masing-masing
Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian
bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar



dan seluruh persyaratan, prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan
Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini
pemohon layanan Bapas.

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan
setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Balai Pemasyarakatan
Kelas II Jambi melalui laporan bulanan.

Standar Operasional Prosedur pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi terdiri dari
beberapa jenis, yaitu:

1. SOP Penerimaan Surat Permintaan Litmas
2. SOP Penunjukan PK
3. SOP Pembuatan Surat Tugas
4. SOP Pengajuan Biaya Perjalanan Pembuatan Litmas
5. SOP Kunjungan Ke Lapas/Rutan
6. SOP Kunjungan Ke Rumah Penjamin
7. SOP Kunjungan Ke Lingkungan Sosial
8. SOP Kunjungan Ke Aparat Setempat
9. SOP Kunjungan Ke Korban
10. SOP Kunjungan Ke Imigrasi Bagi Klien WNA
11. SOP Kunjungan Ke Kedutaan Bagi Klien WNA
12. SOP Pembuatan Laporan Litmas
13. SOP Pelaksanaan Sidang TPP Bapas
14. SOP Penerimaan Klien dari Lapas/Rutan
15. SOP Pembuatan Laporan Penerimaan Klien
16. SOP Pelaksanaan Diversi
17. SOP Pelaksanaan Bimbingan Klien Diversi
18. SOP Pendampingan di Kejaksaan
19. SOP Pendampingan di Kepolisian
20. SOP Pendampingan di Pengadilan
21. SOP Pembuatan Laporan Pelaksanaan Diversi
22. SOP Pendampingan Anak pada Sidang Pengadilan Anak
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